
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan 
Pemcrintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Rak Keuangan dan 
Administratif Plmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, perlu menetapkan Pcraturan Daerab tcntang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Aoggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Uodang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tcntang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembcntukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

3. Undang-Uodang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahao Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab 
beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

BUPATI SAROLANGUN, 

OENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROI..ANOUN 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANO 

HAK KEUANOAN DAN ADMINISTRATIF P!MPINAN DAN ANOOOTA 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYATDAERAH 

BUPATI SAROI..ANOUN 
PROVINS( JAMBI 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Oacrab adalah pcayclcnggaraan urusan pcmerint:aban oleb 

pemerintah daerab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara. Republik Indonesia Tabun 
1945. 

3. Pemerintab Daerab adalab kepala daerab sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaban 
yang rnenjadi kewenangan daera.h otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah 
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Bupati adalab Bupati Sarolangun. 
6. Pimpinan DPRD adalab pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan 

wakil ketua DPRD Kabupaten sarotangun, 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANO HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAIOLAN RAKYAT DAE-RAH_ 

Menetapkan 

MEMl!l'USKAN: 

BUPATI SAROLANOUN 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANOUN 

Dengan Pcrsetujuan Bersama 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 I 7 
tentang Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



( 1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri alas penghasilan yang 
pajaknya dibebank.an pada: 
a. APBD, meliputi: 

I. uang representasi; 
2. tunjangan keluarga; 
3. cunjangan beras; 
4. uang paket; 
5. tunjangan jabatan; 
6. tunjangan alat kelengkapan; dan 
7. tunjangan alat kelengkapan lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 
1. runjangan komunikasi intensif; dao 
2. tunjangan reses. 
3. 

Bagjan Kesatu 

Pengl'lasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 2 

PENGHASllAN, TUNJANGAN KE:SEJAHTERAAN, DAN UANG JASA 
PENGABDIAN PIMPfNAN DAN ANGGOTA DPRD 

BABU 

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 
DPRD Kabupaten Sarolangun. 

8. Peraturan Daerah yang sclanjumya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

9. Kemampuan Keuaogan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelompok Kemarnpuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghirungan besaran tunjangan 
lromunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan 
DPRD. 

10. Tunjaogan Komunikasi lntensif adalah uang yan& diberikan setiap bulan 
uotuk peningkatan kioerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. 

11. Tunjangao Reses adalah uang yang diberikao setiap melaksanakan reses 
kepada Pimpinan DPRD dao anggota DPRD. 

12. Dana Operasiooal Pimpinao DPRD yang sclanjutnya disebut DO adalah 
dana yang diberikan setiap bulan k.epada Pimpinan DPRD untuk menunjang 
kegiatan operasionaJ yang berkaitan dengao representasi, pelayanan, dan 
kebucuhan lain guna melancarkan pelaksa.naan tugas ketua DPRD dan 
wakil Ketua DPRD sehari-hari, 

13. Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 



(1) Tunjangan alat keJengkapan dan tunjangan alat kelcngkapan Jain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) buruI a angka 6 dan angka 7 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk 
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan 
Perda, badan kehormatan, atau alat keleng)<apan lain. 

(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan 
dengan ketentuan, untuk jabatan: 
a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); 
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); 
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan 
d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan kerua DPRD. 

Pasal 7 

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {I) hwuf a angka 
5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% 
(serarus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Vang paket sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 ayat (1) hwuf a angka 4 
diberikan setiap buJan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 100/o 
(sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 

Pasal 5 

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat 11) hwuf a angka 2 dan angka 3 diberikan seuap bulan kepada 
Pimpinan dan AnggotaDPRD. 

12) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi 
pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Vang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hwuf a 
angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Vang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. 
(3) Vang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) 

dari uang representasi ketua DPRD. 
(4) Vang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujub puluh lima persen] 

dari uang representasi ketua DPRD. 

Pasal 3 

12) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagairoana dimaksud pada ayat (1) hwuf a dan huruf b dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 



(I) Tunjangan kcsejahteraan Pimpinan dan Anggota OPRO terdiri atas: 
a. jaminan kesehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 
d. pakaian dinas dan atribut. 

(2) Sclain tunjangan kcsejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan bcrupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; 
b, keodaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja niroah tangga. 

Pasal 9 

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota OPRD 

Bagjan Kedua 

(II Tunjangan komunikasi intcnsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf b angka l dibcrikan setiap bulan unruk peningkatan kincrja 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRO. 

(2) 'l'unjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan 
AnggotaOPRD. 

(3) Tunjangan komunikasi intcnsif dan runjangan reses dibcrikan sesuai 
dengan kemampuan kcuangan daerah. 

(4) Kemampuan kcuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditentukan berdasarkan hasil perhirungan atas besaran pendapatan umum 
daerah diku.rangi dengan bclanja pegawai aparatur sipil negara dan 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggj, sedang, dan rendah. 

(5) Pemberian tunjangan korounikasi intensif dan tunjangan rcses 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
ketentuan, unruk kelompok kemampuan keuangan daerab: 
a. cinggi, paling banyak 7 (rujuh) kali; 
b. sedang, paling banyak 5 (limal kali; dan 
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali: dari uang representasi ketua DPRD. 

(61 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan keroampuan keuangan 
daero.h sebagaimaoa dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 8 

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana diroaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) diberikan setama alat kelengkapan lain tcrbcntuk dan 
mclaksanakan tugas. 



(l) Rumab negara dan pcdcngka.pannya scrta kendaraan dinas jabatan 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b 
disediakan bagi Pimpinan OPRD sesuai stander berdasarkan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangao 

Pasal 13 

(I) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dao Anggota DPRO sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf d terdiri atas: 
a. pakaian sipil harian disediakan 2 tdua) pasang dalam I {satu) tabun; 
b. pakaian sipil resmi disediakao 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) lahun; 
d. pakaiao dinas harian lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun; dan 
e. pakaian yang bercinlcan khas daerah disediakan I [saru) pasang dalam 

I (satu) tahun. 

(2) Pakaian dinas dan atribut seba.gajmana dimaksud pada ayat (!) disediakan 
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 

(3) Ketentuan mengenai standar satuan barga pakaian dinas dan atribut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diarur dalam Peraturan Bupati. 

Pa.saJ 12 

Jaminan kccclakaan kcrja danjaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam 
.Pasal 9 ayat (1) huruf b dan buruf c diberikan sesuai dengan jaminan 
kecclakaan kcrja dan jaminan kematian sesuai deogan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11 

·(l) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 9 ayat (I) huruf a 
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] juga tennasuk 
istri dan anak sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain ja.minao kesehaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan 
dan Anggota OPRO disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan di Iuar cakupan pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak 
termasuk Istri dan anak, 

Pasal 10 

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Anggota DPRO dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 

b. runjangan transportasi. 



(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 
dan kenclaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi 

(2) Dalam hal Pemcrintah Daerah bclum dapat menyediaka.o ruroah negara 
bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang 
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. 

(3) Tunjangan perumaban dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (JI diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap buJan terhirung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

( 4) 1'unjangan perumaban scbagaimana dimaksud pada ayat {2) dan tunjangan 
transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

Pasal 15 

(I) Rumah negara clan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang 
disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat 
disewabelikan, cligunausahakan, dipindahtangankan, dan/ a tau diubah 
status hukumnya. 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< dapat diubah. 

Pasal 14 

(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar 
berdasarkan kctcntuan peraruran perundang- undangan. 

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan pemakaian rumah 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayar (2) 
dilakukan sesuai deogan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(4) Pemeliharaan rumah negara dan pc:rlengkapannya scrta kcndaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayal (11 dan pemelibaraan rumah 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
dibebankan padaAPBD. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, ruroah 
negara dan perlengkapannya scrta kendaraan dinas jabatan wajib 
dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling 
lambat I [satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti. 

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, ruroah negara dan 
perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada 
Pemerintah Daerah paling Jambat I (satu) bulan sejak tanggal berbenti 
atau berakhimya masa bakti. 

(7) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan 
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan 
Bupati. 



(I) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 
c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenang Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerab. 

(3) Kebutuhan minimal rumab tangga Pimpinan OPRD sebagalmana dimaksud 
pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. 

Pasal 18 

( t) Besaran tunjangan pcrumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
harus memperbatikan a$&.$ kepa.tuta.n, kewa.jaran, raeionalitae, standar 
harga setempat yang be.rlaku, dan standar luas bangunan dan lahan 
rumah negara sesuai dengan ketenruan pcraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran runjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
harus memperbatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
barga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang clibayarkan barns sesuai dengan 
standar satuan harga sewa rumah yang berlaku unruk standar rumah 
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, bclanja 
listrik, air, gas, dan telepon. 

(4) Bcsaran tunjangan transportasi yang clibayarkan harus sesuai dengan 
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku un tuk standar 
kcndaraan dioas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak terrnasuk 
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. 

(6) Ketentuan lebih laojut mengenai besaran tunjangan perumahan dan 
runjangan transportasi diarur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan clinas jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 scrta tunjangan pcrumahan dan 
tunjangan transportasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapal 
diberikan kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD sccara bersamaan. 

Pasal 16 

(5) Bagi suami dan/ a tau istri yang menduduki jabatan sebagai Pim pi nan 
dan/atau Anggota OPRD pada DPRD yang sama hanya cliberikan salah 
satu lunjanga.n perurnahan. 

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau isu:inya menjabat 
sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak 
diberikan runjangan perumahan. 

(7) Bagi Pirnpinan dan/atau Anggota DPRO yang cliberbentikan sementara 
tidak diberikan tunjangan pcrumahan dan tunjangan transportasi, 



(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan unruk mendukung 
kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: 
a. program, yang tcrdiri atas: 

I. penyelenggaraan rapat; 
2. kunjungan kerja; 
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 

Pasal 20 

BABm 

BELANJA PENUNJANO KEOIATAN DPRD 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 
hormat, tidak diberikan uangjasa pengabdian. 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 
baktinya diberikan uangjasa pengabdian, 

{2) Besaran uang jasa pengabdian sebagajmana dimaksud pada ayat (l) 
discsuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan 
ketentuan: 
a. masa bakti kurang dari atau sampaj dengan 1 (satu) tahun, diberikan 

uangjasa pengabdian sebesar l (satu) bulan uangrepresentasi: 
b. masa bakti sampaj dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 
c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa 

pengabctian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; 
d. rnasa bakti sampai dengan 4 (empal) tahun, diberikan uang jasa 

pengabctian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 6 (enam) buJan uangrepresentasi. 

(3) Oalam bal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 
pcngabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan kepada ahli 
warisnya. 

Pasal 19 

Bagian Ketiga 

Uang Jasa Pengabdian Plmpinan dan Anggota DPRD 

(4) Dalam hal Pimpinan DPRO tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapannya. tidak diberikan bclanja rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c. 

(5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 



( l) Dana operasional Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (I) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wa lcil 
ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna rnelancarkan 
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. 

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat ( l) diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(5). 

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dan 
ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan 
sebagai berikuc: 
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali.; dari uang representasi Ketua 

DPRD; 
b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 

I. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak I ,5 (satu koma lima) kaJi; dari uang 

representasi wakil ketua DPRD. 

(4) Pembcrian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setiap bulan dengan ketenruan: 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk sernua 
biaya atau disebut lumpsum; dan 

PasaJ 22 

Program sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 20 ayac (1) huruf a diuraikan ke 
dalam bebcrapa kegiatan sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 21 

b. dana operasional Pim.pinan DPRD; 
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. belanja sekretariat fraksi. 

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

pemerintahan dan 5. koordinasi dan konsultasi kegiao:an 
kemasyarakatan; dan 

6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; 

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di 
lingkungan DPRD; 



{1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 20 ayat (!) huruf d 
merupakan tenaga ahli yang disediakan I (satu) orang untuk setiap fraksi 
dan mempuoyai kemampuan dalam disiplia ilmu terteotu yang mendukung 
tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengaa memperhatikan standar 
kcahlian, prinsip efisiensi, dao sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

Pasal 24 

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu 
pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang 
sesuai dcngan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wcwcnang DPRD 
yang tercennin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan 
DPRD atas usu! anggota, pimpioan fraksi, dan pimpinaa alat kelcngkapan 
DPRD. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapaa DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alai 
kclengkapan DPRD. 

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelcngkapaa DPRD diangkat dan 
diberhentikan dengan kcputusan sekretaris DPRD sesuai dcngan 
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tiro ahli alat 
kclengkapaa DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan 
DPRD atau kegiatan tertentu DPRD daa dapat dilakukan deagan harga 
satuan orang perhari atau orang perbulan, 

(5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahJi alat kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan mengcnai besaran kompcosasi keJompok pakar atau lim ahli 
alat kelengkapan DPRD memperhatikan standar keahlian sesua.i dengan 
ketentuan peraturan perundang-uodangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bcsaran kompeosasi kelompok pakar atau 
tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

b. 20% (dua puluh persen] diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 

(5) Dalam bal terdapat sisa daaa opcrasioaal sctdab pclaksanaaa kctcncuaa 
pem berian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diguaakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling Jambat tanggal 31 Desember labun 
anggaran berkenaan. 

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan unruk keperluan 
pribadi, kclompok, dan/atau golongaa, daa penggunaannya harus 
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan a.kuntabilitas. 



(I) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran 
langsung peneairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) 
tahun aoggaran kepada pengguna anggaran, 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sekretaris DPRD selaku pengguna 
anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan 
DO sebesar 1/12 (saw per dua betas) dari pagu 1 (saru) tahun anggaran 
kepada bendahara umum daerah. 

(3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melampirkan: 

a. daftar penerima DO; dan 

b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 
menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. 

Passi 26 

PELAKSANMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 

BABIV 

(IJ Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (l) 
huru! e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan 
DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. 
(3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dao 

kclcngkapan kantor sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas, 

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan lcebuwhan belanja alat Lulis 
kantor dan makan minum rapat fraksi yang disclcnggarakan di lingkungan 
kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, 
cfektifitas, dan kepatutan. 

Pasal 25 

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan 
kepurusan sekretaris DPRO. 

(3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ 
clilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(4) Ketent:uan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi 
memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi ahli fraksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 



Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun 
anggaran, bcndahara pcngcluamn organisasi pemngkat dacrab sekretariat 
dewan menyetork&n sisa DO kc leas d&emh. 

Pasal 29 

(1) Dalam rangka pcrtanggungjawaben 00, Pimpinan DPRO wajib 
menandacangani pakta integritas yang mcnjelaskan penggunaan dana telah 
sesuai dcng,an perunrukannya, 

(2) Penanggungja,.-aba.n pengguoaan DO scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. 

(3) Pertanggungjawabl\n penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pcngcluaran yang lcngkap dan 
sah, 

(4) Pimpinan OPRO mcnyampaikan bukti pcrtanggungjawaban pcnggunaan DO 
scbagaimana dimal<sud pada ayat (2) dan ayat (3) kcpada bendahara 
pengcluaran sctiap bulan paling lambat tanggal 5 !lima) bulan berikumya. 

(SJ Dalam ha! tcrdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, scbagai 
tambahan DO bulan bcrjalan. 

(6) Pertanggungjawaban pcnggunaan DO olch Pimpinan OPRO scbagaimana 
dlmaksud pada ayat (4) scbagai dasar untuk pcngajuan pencaimn dana 
bulan bcrikum,ya. 

Pasal 28 

(1) Bendabara pengeluaran sebagaimana dunalcud dalam Passi 26 ayat (4) 
melakukan pembayamn 00 yang diberikan secara selcaligus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 aya, (4) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah 
ditandatangani ketua DPRD dan wakil kctua OPRD. 

(2) Bendahara pcngcluaran scbegaimaoa dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) 
mcngclola DO untuk dukungan opcraaional lwnnya scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dc:ngan berpcdoman pada ketentuan 
pcraturan perundang·undangan mcngcnai pengclolaan keuangan daerah, 

PasaJ 27 

(4) Kuasa BUD menerbitko.o surat perintah peneairan dana untuk DO 
berdasarkan surat perincah membayar langsung sebagaimaoa dimaksud 
pada ayat (3) ke rekening bendabara pcogcluamn saruan kcrja pcrangkat 
dacmh sckretariat OPRD. 

• 



Pada saat Peraturan daerab ini mulai bcrlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kecludukan Protokoler dan 
Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 5), sepanjang 
mengatur mengenai hak kcuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota 
DPRO dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

BABVTI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberbentikan sementara oleh 
pcjabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang 
representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan 
kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD bethalangan sementara Jcbih dari 30 (tiga 
puluh) bari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, pclaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan bak 
keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD 
definitif yang digantikan tcrhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan 
berikutnya. 

Pasal 31 

BAB VJ 

KETEN'nJAN I.AIN-I.AIN 

( 1) Penghasilan. tunjangan kesejahteraan, uangjasa pengabdian Pimpinan dan 
Anggota DPRD, serta bclanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggarao bclanja DPRD yang clifonnulasikan ke dalam reneana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan 
ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perar:uran perundang-undangan. 

(3) Anggaran bclanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. 

Pasal 30 

BABV 

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGC'.QTA DPRD 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARO!ANGUN, 
PROVINS! JAMBI: 1 TAHUN 2017 

LEMBARAN DAERAf! KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 1 

THABRONJ ROZAU 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROlANGUN, 

Diundangkan di Sarolangun 
pad a tanggal 14 Agustus 2017 

CEKENDRA 

tid. 

BUPATI SAROL.ANGUN, 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal 14 Agustus 20 I 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkao pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten 
Saro I an gun. 

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 33 



Kctcntuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggara.ao 
pemerintahan dacrab dilaksanakan olch DPRD dan kepa!a daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
diberi mandat oleh rakyat uncuk melaksanakan urusan pemerinrahan yang 
disetahkan kepada daerah. Sebagai salah saru unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai 
demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. 

Tolak ukur keberbasilan DPRD menjaJankan amanat rakyat, tidak 
terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan 
dan Anggota DPRO. Untuk menunjans hal tersebut, pcrlu dilakukan 
koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Oaerab agar terjalin hubungan 
yang baik, barmcnis, sena tidak saling mendominasi saw sama lain. 
Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan mela!ui 
keseimbangan antara mengelola dinamika politik disacu pihak dan tetap 
menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sebingga pola 
keseimbangan pengelolaan pemerintaban daerah yang dilakukan dapat 
mcmberikan manfaat secara signifikan bagi pcningkatan kesejahtcraan 
rakyat di daerab tersebut, Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan 
pcngelolaan pcmcrintahan dacrah perlu ditunjang dengan kesejahtcraan 
yang memadai. 

I. UMUM 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN 

ATAS 

PENJEL.ASAN 



Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan pckcrjaan, jasa, atau 

kegiatan dengan nama <Ian dalam bentuk apa pun yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam 
negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
Hurufa 

CukupJelas 
Angka I 

Cukupjelas 
Angka2 

Cukupjelas 
Angka3 

Cukupjelas 
Angka 4 

Cukupjelas 
Angka 5 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal l 

II. PASAL DEMl PASAL 

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan 

Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab 
lembaga perwakilan ra.kyat daerah daJam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam 

melaksanakan fungsi, rugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan 
mekanisme kcscimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta 

meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja OPRO, juga unruk 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi 
rnelalui penyediaan sarana, anggaran, <Ian tenaga ahli fraksi oleh sekretariat 
DPRD. Bcgitu pula dalam ha! meningkatkan kualitas kinerja alat 
kelengkapan DPRD diatur pula mcngenai pembentukan kelompok pakar 
a tau tim ahli alat kelengkapan DPRD 



Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cuku p jelas. 

Ayat (1) 

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk runjangan 
istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan 
Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah 
berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Ayat (2) 
Cukupjclas 

Hurufb 

CukupJelas 

Angka6 

CUkupjelas 

Angka 7 

TUnjangan alat kelengkapan lain adalah 
tunjangan yang diberikan kepada alat 
kelengkapan lain yang diperlukan dan 
dibenruk oleh rapat paripurna, seperti 
Pansus Rancangan Peraturan Daerah 
dan/atau Pansus lainnya, 



Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayar (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jclas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas, 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan •rumah negara" adalah bangunan 
yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 
serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jclas. 
Pasal 1 l 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang 
bertujuan untuk mengerahui status kesehatan" adalah 
medical cheek up. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 



Ayat (1) 

Yang d.imaksud dengan "represenrasi" antara lain 

menyampaikao berbagai informasi dan pennasalahan yang 
ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan 

kebijakan DPRD kepada selurub Anggota DPRD. 

Pasal 22 

CUkup jelas. 

Pasal 21 

Pasal 20 
Ayat (l) 

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai 

pembayaran uang lelah/inscntif/uang kchormatan/uang 

saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 
DPRD. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan 

clan Anggota DPRD secara bersarnaan" adalah bahwa jika t.elah 

disediakan dan telah diternpati, dihun.i, atau dipakai rumah negara 
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak 

dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, 
begitu pula sebaliknya. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas, 

Pasal 14 



Pasal 28 
Cukup jelas. 

Culrup jclas. 

Pasal 27 

Cukup jetas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal23 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Culrup jclas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas, 

Ayat (3) 

Cukup jelas, 

Yang dimaksud dengan °kebutuhan Jain• amara lain untuk 

mengikuti upaeara kenegaraan, upacara peringatan hari jacli 
daerah, pelantikan pejabat daerah, metakukan koordinasi dan 

konsult.asi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan 
daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD 

dan pembcrian bancuan kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat yang sifatnya insidental 

Yang climaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk 

pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mcndukung 

kelancaran rugas kerua DPRD dan wakil ketua DPRD. 



TAMBAHAN L,EMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 

NOMOR I 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 30 

Cukup jelas. 
Pasal 29 


